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1. Latar Belakang

1. Banyaknya sistem informasi

2. Berkembangnya banyak platform

3. Tidak adanya standarisasi dokumen

4. Informasi publik dimanfaatkan institusi lain



2. Tujuan 

 Analisis Pemetaan Interoperabilitas Sistem Informasi Inter 

Departemen

 Pedoman implementasi interoperabilitas

• Terwujudnya interoperabilitas sistem informasi di lingkungan 

pemerintah

• Tersosialisasinya interoperabilitas sistem informasi di lingkungan 

pemerintah



3. Dasar Hukum 

 Kerangka Kerja Teknologi Informasi Nasional sesuai dengan GBHN 

Tahun 1999

 Kepres No 50 Tahun 2000, tentang "Pembentukan Tim Koordinasi 

Telematika Indonesia"

 Inpres No 2 Tahun 2001, tentang "Penggunaan Komputer dengan 

Aplikasi Komputer Berbahasa Indonesia"

 Inpres No 6 Tahun 2001, tentang "Pengembangan dan Pendayagunaan 

Telematika"

 Kebijakan dan Strategi Pengembangan e-Government (Kementerian 

Komunikasi dan Informatika

 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika 

No.57/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang "Panduan Penyusunan 

Rencana Induk Pengembangan E-Government Lembaga"

 Keppres No. 20/11-2006 tentang "Pembentukan Dewan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi Nasional (Detiknas)"



4. Arti 

 "Kemampuan dua/ lebih sistem untuk saling tukar menukar data 

atau informasi dan saling mempergunakan data/informasi 

tersebut"

 Bukan berarti penyamaan penggunaan platform perangkat keras 

maupun perangkat lunak

 Harus dapat dicapai dalam keragaman perangkat keras maupun 

perangkat lunak

 Standarisasi format pertukaran data berbasis XML



5. Studi Kasus 

 Pemerintah

 Pemerintah Daerah

 Departemen

 Badan Nasional

 Swasta

 Bank

 Hotel

 Transportasi



6. Forum 

 Konsinyering

 Seminar Nasional

 Jurnal Nasional



7. Manfaat Interoperabilitas

 Kecepatan Pertukaran Data

 Menghemat anggaran

 Data selalu update

 Pemerintah dapat lebih mudah dalam hal pengelolaan dan 

pengaksesan data

 Pelayanan publik bagi masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien

 Pengambilan keputusan oleh pemerintah menjadi lebih baik, relevan, 

akurat dan tepat waktu karena informasi cepat diperoleh

 Sharing informasi, sehingga koordinasi program antar institusi lebih 

mudah

 Dengan informasi yang makin baik, akan menciptakan iklim 

berdemokrasi yang lebih baik



8. Metodologi
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Mapping Data
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8.1. Studi Literatur (1)



8.1. Studi Literatur (2)

XML
 Mendeskripsikan susunan informasi dan 

berfokus pada informasi itu sendiri

 Dapat menyajikan informasi dengan format 

yang tidak mengandung strandard seperti 

HTML

 File nya berbentuk teks sehingga 

memudahkan membaca isinya meskipun 

tanpa menggunakan bantuan software 

khusus

 Informasi bisa dipertukarkan dari satu sistem 

ke sistem lain yang berbeda platform

XML Schema
 Digunakan untuk memvalidasi suatu 

dokumen XML : element, atribut, child 

element, tipe data element dan atribut, 

default value atau fixed value untuk 

element dan atribut

 Struktur filenya seperti XML



8.1. Studi Literatur (3)



8.1. Studi Literatur (4)



8.2. Survey

Ditjen. Adminduk

Dept. Kesehatan

Bappenas

BPS

Direktorat

Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Direktorat

Kependudukan, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak



Survey Adminduk (1)

a) Data_agregat

b) Data individu

c) Kebutuhan data

Data agregat dibedakan menjadi :

 Karakteristik penduduk

 Agama

 Ketenagakerjaan

 Pendidikan

 Kesehatan

 Komponen demografi

 Administrasi kependudukan

 Politik



Survey Adminduk (2)

a) Data_agregat

b) Data individu

c) Kebutuhan data

Data individu dibedakan menjadi :

 Data WNI

 Data WNA

 Data Keluarga

 Data Kematian Penduduk Terlapor

 Data Penduduk Pindah

 Data Penduduk Datang

 Data Kepemilikan Paspor

 Buku Induk Kependudukan

 Buku Induk Penduduk Tinggal Tetap (WNA)

 Buku Daftar Calon Pemilih



Survey Adminduk (3)

a) Data_agregat

b) Data individu

c) Kebutuhan data

Kebutuhan data :

 Data pendidikan

 Data kesehatan

 Data proyeksi



Survey Dept Kesehatan  

a) Data_agregat

b) Data individu

c) Kebutuhan data

Data agregat dibedakan menjadi :

 Data kehamilan

 Data Persalinan

 Data Puskesmas

 Data Rumah Sakit

 Data Penyakit

 Data Farmasi

 Data Pendidikan Tenaga Kesehatan

Kebutuhan data  :

 Data kependudukan

 Data Ketenagakerjaan



Survey Bappenas (1) 

a) Data_agregat

b) Data individu

c) Kebutuhan data

Kebutuhan data :

 Semua data



Survey BPS (1) 

a) Data_agregat

b) Data individu

c) Kebutuhan data

Data agregat dibedakan menjadi :

 Data kependudukan

 Data ketenagakerjaan

 Data keluarga berencana

 Data Sanitasi

Data Individu  :

 Data kependudukan

 Data kematian

 Data kelahiran

 Data pendidikan

 Data ketenagakerjaan

 Data perkawinan



Mapping Data
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Manfaat Repositori Dokumen

Repositori

Dokumen 

Nasional



Mapping XML Schema



8.3. Analisis (1)



8.3. Analisis (2)



8.3. Analisis (3)



8.3. Analisis (4)



Contoh format XSD dan atribut data 



Data Dictionary/ Kamus Data

Data Dictionary

Suatu daftar data elemen yang terorganisir dengan

definisi yang tetap dan sesuai dengan sistem,

sehingga user dan analis sistem mepunyai

pengertian yang sama tentang input, output dan

komponen data store



8.3. Analisis (5)

Data Flow Dictionary



8.3. Analisis (6)

Data Flow Dictionary



8.3. Analisis (7)

Data StoreDictionary



Terima Kasih

Terima Kasih 



8.4. Perancangan  Sistem(3) 

Menerima Permintaan Dokumen XML

Mengakses Database

Membuat Dokumen XML

Memvalidasi Dokumen dengan XSD

Menyimpan Dokumen XML

Mengirim Dokumen XML

Ada

?

Ada

Tidak



8.4. Perancangan  Sistem(2) 

XML Query

Download XML Document

Data Synchronization

Upload XML Document



Mapping Script

Server Repositori 

Dokumen  Nasional

XML

XML Schema, DTD

Java

JSP
Desktop

DOM

SAX

RDF 

OWL 

Data Dictionary

Server Repositori 

Dokumen  Nasional



8.4. Perancangan (1) 

dok_jenis_kelamin.xml

dok_jenis_kelamin.xsl

dok_jenis_kelamin.xsd


